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Pelaksanaan UUPKS d Indonesia menimbulkan polemik yang berkepanjangan,
baik di kalangan penegak hukum, teoritisi bukwn juga masyarakat ilmuwan lainnya, hal
int bermula disebabakan karena luasnya pengertian subvessi sebagaimana yang
dirumuskan dalam UUPKS tersebut, dan disisi {ain karena UUPKS ini berbarengan
dengan hak-hak budaya rakyat untuk melaksanakan hak-hak politiknya.

Secara arti harfiah dari subversi ialah gerakan bawah tanah untuk menggulingkan
pemerinsehan atau kekuasaan yang szh, sedangkan yang dimaksud tindak pidana
subversi adaiah merupakan suatu kejahatan yang bermaksud untuk menghancurkan dan
meruntuhkan keutuhan serse kelangsungan hidup bermnegara, yang meliputi berbagai
bidang sasaran kegiawnnya yaitu idiologi, politik, ekonomi, keuangan dan sosial
budaya.

Selama pemerinmahan orde baru banyak terjadi pettensangan tentang suatu UU
yang dibuat oleh cezam orde lama melalui Penpres No. 11/1963 tentang Pemberantasan
Kegiatan Subversi ini karena tidask mempunyai pijakan hukumn atau gantungan hukum
karena dianggzp sebagai suatu bentuk penyelewengan terhadap UUD 1945 oleh
kekuesaan dominasi, dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan
Indonesia, serta nitai-nilai hak azasi manosia.

Dalam penulisan Sknpsi ini penulis menggunakan metede penelitian yaitu
penclitian kepustkaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakulcan dengan

mempelajari dan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teoritis serta penelitian lapangan
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dilakukan dengan melaknkan pengambilan dasa kasus / perkars Tindak Pidana Subversi
Di Pengadilan Negeri Medan. \ BN

Adapun yang menjadi permasalahan penulis adalah :

e d

. Bagaimana pengaruh dan efek dari tindsk pidana subversi dalam kehidupan

bemegara?

N

. Bagaimana kedudukan lasr belakang politik dalam pencabutan UUPKS ?
. Bagaimana keberadaan dan efektipitas UUPKS pada zaman Refoimasi ?

o8}

Jad{ datam hal int penulis membuat tujuan penelitian yakni:

1. Untuk melengkapi tugas-tugas akhu perkuliahan dan memenuhi persyarasan untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Untuk menelaah dan menganalisa sampai sejauh mana lasar betakang politik dalam
Pencabusen UU pemberantasan kegiatan subversi, sehingga diperoleh suatu
gambaran yang jelas dan dapat membertkan penjelasan kepada masyarakat dan
pembaca dalam menghadapi supremasi hukum.

3. Selain itu penulis ingin menyumbangkan sesuatu bagi pengembangan ilmu
khususnya ilmu hukum pidana sebagai realisasi Tri Dharma Pergurvan Tingg,
terutama bagi almamater Fakuitas Hukum Universitas Medan Area.

Berdasarlean penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat
memberikan kestmpulan sebaga: bernkut :
|. Bahwa seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan penderisaan lahir dan batin dan
digunakannya UUPKS tersebut karena Keberadaan UU yang Represif itu justru
membangun kecungaan terus menerus yang tadza habisnya dari pihak penguasa
yang akhimya meagakibatlan negara dan masyarakat tidak pemah merasa aman
dan tenteram.
2 Unsur-unsur politik yang melatar beiakangi pencabutan UUPKS ini terdapat juga
dalam Penjelasan UU RI No. 26/tabun 1999, dan unsur.unsur lainnya yaitu :
- Ketidakpastian JUPKS di mzatz hukum karena telah kehilangan pijakan hukum
atau gantungan hukumnya dan masih kontraversial {dipertentangkan) oleh
berbagai praktisi hukam
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- Adanya kebohongan politik selama kepemimpinan Presiden Suharto pada orde
bary dengan peryataan-peryataan yang tidak sesuai dengan kenyataan

- Ditahannya tokoh-tokoh pohtk yang memperjuangkan demokrasi yang
sesungguhnya di Indonesia.

- Adanya tuntutan-tuntutan dan tokoh-tokoh reformasi untuk mencabut UUPKS
tersebut.

- Adanya peryataan-peryataan politik dani sebagian pejabat negara untuk
mencabut UUPKS.

- Jatuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden Suharwo.

Dengar demikian Hendaknya kita sadar bahwa peruangan untuk mewijudkan
reforinasi tidak berakhir ketika terjadi pergantian rezim tetapi yang dipertukan pada
zaman Reformast ini dalam tatanan bangsa {ndonesia adalah adanya perbaikan sistem,
in1 adafah merupalen prinsip nilai-nilai demokrasi dan pembahanuan bangsa.
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